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Abstrak
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Accepted: 01 Mei 2025 hukum barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan

memahami akibat hukum pengangkatan anak terhadap kedudukan
mewarisnya menurut Hukum Perdata dan Hukum Adat Minangkabau
serta mengetahui dan memahami kedudukan mewaris anak angkat
terhadap harta orang tua angkatnya. Hukum waris di Indonesia
beraneka ragam, sehingga ketentuan hukum waris bagi anak angkat
tergantung pada hukum waris yang berlaku bagi orang tua angkatnya
(pewaris). Menurut KUHPerdata hak mewaris anak angkat sama dengan
anak kandung, sedangkan menurut hukum adat Minangkabau tergantung
bagaimana cara pengangkatan anak tersebut dilakukan.
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PENDAHULUAN

Salah satu kodrat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah
berkembang biak atau dapat meneruskan keturunan. Secara naluri dalam menjalani
bahtera rumah tangga pasangan suami istri pasti ingin memiliki anak untuk menjadi
penerus dan pelengkap kebahagian dalam rumah tangga. Keturunan sangat penting
bagi beberapa keluarga yang berkeinginan untuk mempunyai anak. Mempunyai
anak merupakan suatu kebanggaan dan bisa juga dikatakan sebagai suatu
keharusan, namun karena beberapa hal, tidak setiap pasangan dengan mudah
mendapatkan anak. Banyak pasangan suami istri melakukan berbagai macam cara
untuk memperoleh keturunan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memperoleh
keturunan adalah dengan pengangkatan atau pengadopsian anak.

Pengangkatan anak tidak hanya dilakukan oleh pasangan yang telah
menikah, namun juga dilakukan oleh seseorang yang belum menikah hingga usia
senja, ingin mempunyai seorang anak yang menemani, merawat maupun mewarisi
hartanya. Faktor-faktor yang melatarbelakangi dilakukannya pengangkatan anak
adalah :

1. Ingin mempunyai teman untuk dirinya sendiri;

2. Ingin mempunyai keturunan, ahli waris;

3. Memberikan teman untuk anak kandung

4. Ingin mewujudkan rasa sosial, belas kasihannya terhadap orang lain yang dalam
kesulitan hidup sesuai dengan kemampuannya.

Realita dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan kejadian dimana
seseorang mengangkat anak yang diperolehnya dari rumah bersalin atau rumah
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sakit, namun tidak dapat dipungkiri juga ada kemungkinan seseorang mengangkat
anak yang diperoleh dari orang tua kandungnya karena masalah perekonomian.
Dewasa ini pengangkatan anak bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan para
calon orang tua angkat, tetapi lebih fokuskan pada kepentingan calon anak angkat
(jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan
anak angkat) sehingga pengangkatan memberi peluang pada anak untuk lebih
sejahtera. Pengaturan pengangkatan anak juga dibutuhkan untuk memastikan
pengawasan pemerintah dan masyarakat agar pengangkatan itu dilakukan dengan
motif yang jujur (genuine) dan kepentingan anak terlindungi, dengan kata lain
bahwa pemerintah berperan aktif dalam proses pengangkatan anak melalui
pengawasan dan perizinan.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) atau BW, tidak
ditemukan suatu ketentuan yang mengatur mengenai Syarat-syarat pengangkatan
anak, maka pemerintah Hindia Belanda membuat suatu aturan tersendiri tentang
pengangkatan anak dengan mengeluarkan staatsblad Tahun 1917 Nomor 129.

Mengenai syarat-syarat tentang pengangkatan anak diatur dalam pasal 8
staatsblad tahun 1917 nomor 129 tentang anak angkat untuk WNI Kketurunan
Tionghoa. disebutkan ada 4 syarat, yaitu :

1. Persetujuan orang yang mengangkat anak.

2. Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka
diperlukan ijin dari orang tua itu, apabila Bapak sudah wafat dan ibunya telah
kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan Balai Harta
Peninggalan (Wees Kamer) selaku pengawas wali.

3. Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka diperlukan pula
persetujuan dari anak itu sendiri.

4. Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus
ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau
jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah, yang masih hidup atau jika mereka
tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki
dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajad keempat.

Dalam Staatsblad ini menyatakan bahwa anak adopsi memiliki hubungan
kePerdataan secara hukum dan disamakan posisisnya sebagai anak yang lahir dari
orang tua angkatnya, sehingga dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari
perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat.

Aturan hukum mengenai pengangkatan anak di Indonesia mengacu pada
Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun Nomor 6 Tahun 1983 yang merupakan
penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak. Surat Edaran Mahkamah Agung ini
merupakan pedoman bagi hakim dalam mengambil putusan atau penetapan bila ada
permohonan pengangkatan anak. Mengenai pedoman pemberian izin, pembuatan
laporan sosial, serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak diatur dalam
Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 42/HUK/KEP/V11/1984
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak. Dalam rangka
memberikan perlindungan, pemenuhan hak dan peniaangkatan kesejahteraan anak
disahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
beserta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, kemudian Undang-undang
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Nomor 23 Tahun 2002 diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak.

Secara umum pengangkatan anak menurut hukum merupakan pengalihan
anak terhadap orangtua angkat dari orangtua kandung secara keseluruhan dan
dilakukan menurut aturan setempat agar sah, jadi orangtua kandung sudah lepas
tangan terhadap anak itu, dan tanggung jawab beralih kepada orang yang
mengangkatnya. Orangtua kandung tidak serta merta lepas tangan, hanya saja
masih akan tetap memiliki hubungan dengan anaknya. Pengangkatan anak menurut
Hukum Islam termasuk dalam hal pemeliharaan anak yang diperluas dan sama
sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Status pemeliharaan (hadhanah) tidak
memiliki hubungan hukum apapun dengan keluarga pengasuhnya, anak angkat
tetap bernasab kepada keluarga asalnya dan anak angkat memperoleh haknya
sebagaimana hak anak pada umumnya.

Menurut Arif Gosita, pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil
anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya
sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah
menurut hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Menurut
Soerjono Soekanto anak angkat adalah anak orang lain (dalam hubungan
perkawinan yang sah menurut agama dan adat) yang diangkat karena alasan tertentu
dan dianggap sebagai anak kandung.

Berdasarkan dua pendapat ahli di atas memberikan pengertian bahwa anak
angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung atau diperlakukan
sama seperti anak kandung. Pengangkatan anak lazim dilakukan di Indonesia yang
mana pelaksanaannya dapat dilakukan di pengadilan ataupun menurut hukum adat
masing-masing, tetapi setelah pengangkatan anak dilakukan banyak permasalahan
yang timbul misalnya mengenai kedudukan anak angkat dan kesahan dalam
menerima warisan. Pengangkatan anak ini juga memberikan 2 (dua) bentuk akibat
yaitu terputusnya hubungan kekeluargaan anak yang diangkat dengan orang tua
kandung dan ada pula yang tidak memutus hubungan kekeluargaan anak yang
diangkat dengan orang tua kandung.

Pengaturan waris di Indonesia diatur dalam tiga sistem hukum, yaitu sistem
waris menurut hukum adat, sistem waris menurut hukum Islam dan sistem waris
menurut KUH Perdata, masing-masing sistem hukum waris tersebut memiliki
ruang lingkup yang berbeda-beda. Hukum waris adat merupakan salah satu hukum
yang memiliki karakteristik yang berbeda selain dari 2 (dua) sistem hukum waris
Perdata dan hukum waris Islam. Hukum waris adat memiliki aturan tersendiri
mengenai waris terutama waris terhadap seseorang yang bukan merupakan anak
kandung atau disebut juga anak angkat. Anak angkat sering kali dipermasalahkan
kedudukannya di dalam menerima warisan. Kedudukan anak angkat ini tergantung
kepada hukum adat tempat dimana anak angkat dan orang tua angkat berada.

KUH Perdata memandang hak mewaris adalah merupakan hak kebendaan
atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (pasal 528 KUH Perdata)
menyebutkan bahwa hak mewaris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak
milik sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam buku Il KUH
Perdata. kedudukan anak angkat didalam keluarga menurut KUH Perdata yaitu
setara dengan anak kandung. Berdasarkan Staatblad Nomor 129 tahun 1917, pada
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Pasal 12 yang menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan
orang yang mengangkat.

Hukum yang berlaku di Indonesia, baik yang berasal dari hukum barat,
Hukum Islam hingga hukum adat menggambarkan secara kenyataan keberagaman
hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum adat pun juga beragam karena
dipengaruhi oleh kondisi budaya setempat. Van Vollenhoven membagi lingkungan
Hukum Adat di Indonesia menjadi 19 lingkungan hukum adat, salah satunya adalah
Minangkabau. Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal yaitu sistem
kekerabatan yang mengikuti garis ibu, sehingga keturunan diatur menurut garis ibu.
Sementara itu Muhammad Radjab menyebut ada delapan ciri yang menggambarkan
sistem matrilineal pada masyarakat Minangkabau, yakni:

1) keturunan dihitung menurut garis ibu;

2) suku terbentuk menurut garis ibu;

3) tiap orang diharuskan kawin dengan orang luar sukunya;

4) pembalasan dendam merupakan satu kewajiban bagi seluruh sukunya;

5) kekuasaan di dalam suku, menurut teori terletak di tangan ibu, walapun jarang
sekali dipergunakan;

6) yang sebenarnya berkuasa adalah saudara laki-laki;

7) perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami mengunjungi rumah isterinya;

8) hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakanny.

Dalam hukum adat dikenal 2 (dua) cara pengangkatan anak, yaitu
pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak secara tidak langsung.
Pengangkatan anak secara langsung yaitu mengangkat seorang anak secara
langsung sebagai anak, sedangkan pengangkatan anak secara tidak langsung adalah
pengangkatan anak melalui perkawinan. Perkawinan ini mungkin dilakukan oleh
orang yang mengangkat sendiri tetapi mungkin pula dengan cara orang yang hendak
mengangkat mengawinkan anaknya.

Khusus pada masyarakat Minangkabau, perihal pengangkatan anak menarik
untuk diteliti dan dibahas, karena di satu sisi hukum adat Minangkabau sendiri tidak
mengenal adanya lembaga pengangkatan anak, sedangkan di sisi lain ternyata
cukup banyak warga masyarakat Minangkabau melakukan atau mengajukan
permohonan pengangkatan anak.

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif-empiris, yang akan
dilakukan penulis yaitu menggali informasi dilapangan (Field Research). Penelitian
normatif-empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh
mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif.
Fungsi dari metode penelitian normatif-empiris yaitu untuk memantau hukum
secara langsung agar dapat melihat perkembangan hukum yang berjalan di
masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris seringkali digunakan untuk
mengkonsepkan apa yang sudah tertulis pada aturan undang-undang (law in book)
dan juga hukum di konsepkan untuk digunakan dalam kaidah atau norma agar
manusia dapat berprilaku yang pantas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

-130 -



Hanifah, M., Bachtiar, M., & Safitri, F / Jurnal limiah Wahana Pendidikan 11(5.C), 127-143

Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat
Minangkabau.

Hasil penelitian lapangan berupa wawancara dengan Drs. I. DT. Tan
Kabasaran di Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten agam
ternyata pada awalnya tidak mengenal adanya istilah anak angkat, yang ada
hanyalah mengangkat seorang anak, untuk dijadikan kemenakan didalam suatu
kaum/ suku tertentu yang disebut dengan” kamanakan nan ka buliah” (kemenakan
yang dibolehkan) artinya kemenakan tersebut tidak menjadi waris nasab ( bertali
darah) melainkan menjadi waris sabab.

Waris sabab, artinya ada sebab-sebab sehingga dia menjadi ahli waris,
karena dia bukanlah bertali darah dengan pewaris. waris sabab tidak boleh
menggadaikan harta pusaka yang diwarisinya itu, apalagi menjualnya dilarang oleh
adat. Waris sabab ini mempunyai sebab, sebeb mempunyai harta pusaka karena
tidak sukunya yang disukui dan tidak warisnya diwarisi, tetapi masuknya kedalam
sebuah payung atau kaum.

Hukum adat Minangkabau mengenal 2 cara pengangkatan anak dan
bagaimana kedudukannya dalam warisan (terhadap warisan orang tua kandung dan
orang tua aangkat) yaitu:

1. Melalui Upacara Adat

Pengangkatan dilakukan secara terang melalui upacara adat. Upacara adat
tersebut disebut dengan ‘“adaik dipakai lumbago dituang”. Pengangkatan anak
melalui mufakat kaum, keluarga yang melakukan pengangkatan anak keenakan
akan mengundang mamak dalam dusun, Alim Ulama, Bundo Kanduang, Cadiak
Pandai serta warga masyarakat sekitar agar datang kerumah yang bersangkutan.

Dalam upacaranya itu diumumkan kepada masyarakat dan nagari, bahwa
telah terjadi pengangkatan anak dan dijelaskan siapa orangnya yang mengangkat
anak. Anak angkat itu dapat saja berasal dari suku lain. Biasanya pada upacara
pengangkatan anak itu ditentukan sekaligus hak dari pada si anak. Upacara
pengangkatan anak di Minangkabau dilakukan secara terang tapi tidak secara tunai
yang dimaksud dengan tidak tunai adalah acara tersebut tidak disertai berbagai
tindakan simbolis atau penyerahan barang- barang yang mempunyai maksud dan
tujuan religius magis dari keluarga baru kepada keluarga asal, berupa uang atau
barang. Umumnya adalah berupa uang, yang mana jumlah dari uang yang diberikan
tersebut tidak disebutkan dan tidak ditentukan yang diberikan oleh keluarga yang
mengangkat anak kemenakan kepada mamak dalam dusun yang hadir pada acara
itu.

Pengesahan pengangkatan anak kemenakan dengan upacara adat ini berlaku
pada 2 cara pengangkatan anak kemenakan yang telah diuraikan diatas, yaitu pada
cara “batali adat” ( bertali adat) dan “batali budi” ( batali budi).

a. Pengangkatan Dengan Cara “Batali Adat” (Bertali Adat)

Pengangkatan “batali adat” (bertali adat) merupakan pengangkatan seorang
anak yang berasal dari suku/kaum yang sama, namun boleh berbeda daerah Setelah
melalui proses acara adat pada saat pengangkatan, maka anak tersebut telah sah
berpindah ke keluarga angkatnya. Anak yang diangkat dengan cara ini akan
dimasukkan kedalam ranji (silsilah keturunan) keluarga, meskipun telah masuk
kedalam ranji keluarga yang baru, hal tersebut tidak memutus hubungan
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kekeluargaan antara si anak dengan keluarga kandung/asalnya. Dengan telah

sahnya diangkat menjadi anak kemenakan pada keluarga yang baru, maka dengan

demikian anak tersebut dapat mewarisi harta kaum tersebut.
Harta yang dapat diwarisi antara lain :

1. Harta Pusako Tinggi, maksud dapat mewarisi harta pusaka tinggi disini adalah,
si anak dapat memakai, menggunakan, dan ikut serta memelihara harta pusaka
tinggi yang ada dalam suku/ kaum tersebut, tetapi tetap tidak boleh menjual harta
tersebut.

2. Harta Pusako Rendah, yang disebut harta pusako rendah adalah segala harta hasil
pencaharian dari orangtua selama ikatan perkawinan.

3. Harta Pencaharian, merupakan harta yang di dapat oleh seseorang atas hasil
usahanya sendiri ( baik itu ibu ataupun ayah)

b. Pengangkatan Dengan Cara “Batali Budi” ( Bertali Budi)

Pengangkatan anak dengan cara “batali budi”(bertali budi) adalah
pengangkatan seorang anak menjadi anak kemenakan yang mana anak tersebut
diangkat karena baik budinya dan adanya rasa belas kasihan terhadap si anak, bisa
berasal dari Minangkabau sendiri atapun dari luar Minangkabau. Anak yang
diangkat dengan cara seperti tidak dimasukkan kedalam ranji keluarga barunya
tetapi tetap tidak memutus hubungan si anak dengan orang tua kandungnya.
Mengenai pewarisan harta, si anak tidak mewarisi harta pusaka tinggi, harta pusaka
rendah, maupun harta suarang dari keluarga angkatnya, melainkan ia hanya
diberikan sepetak tanah atau sebuah perumahan dari keluarga barunya tersebut.
Namun anak yang diangkat dengan cara batali budi bisa mewarisi harta pusako dan
pencaharian dengan catatan tidak adanya keturunan dari keluarga angkat yang dapat
mewarisi harta tersebut.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa hubungan kekeluargaan antara anak
angkat dengan keluarga kandungnya di Minangkabau tidak terputus meskipun telah
dilakukan upacara pengangkatan anak dan anak tersebut telah masuk ke dalam ranji
keluarga barunya, begitupun mengenai hal waris. Si anak yang telah berpindah
kepada suku/ kaum yang baru masih tetap mendapatkan harta warisan dari orangtua
kandungnya, namun tidak seluruhnya. Harta pusaka rendah dan harta pencaharian
yang masih berhak dimiliki si anak, sedangkan harta pusaka tinggi tidak berhak
lagi. Dari hasil penelitian lapangan berupa wawancara dengan Drs. I. DT. Tan
Kabasaran disebutkan bahwa perkara harta warisan yang berasal dari orang tua
kandung sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak.

Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua kandunganya
sesuai dengan kesepakatan antara si anak dan orang tua kandung beserta kaumnya.
ada yang tetap mendapat harta warisan dan ada pula yang tidak mendapatkan harta
warisan (harta warisan berupa harta pusaka rendah dan harta pencaharian untuk
harta pusaka tinggi Si anak yang telah berpindah kepada keluarga/ suku/ kaum
barunya tidak lagi dapat mewarisi, memakai, serta memelihara harta pusaka tinggi
keluarga atau kaum asalnya tersebut.)

2. Tidak Melalui Upacara Adat

Anak orang lain / tidak mempunyai hubungan dengan orang tua yang
mengangkat apabila diangkat tanpa upacara adat hanya diterima orang tua yang
mengangkatnya dan anak tersebut tidak dimasukkan dalam ranji keluarga barunya.
Anak yang diangkat tanpa upacara adat tidak mengubah posisi apapun terhadap
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kewarisan adat. Anak yang diangkat/diasuh tetap mempunyai hubungan seperti
semula dengan orang tua kandungnya, mewarisi harta orang tua kandungnya, hanya
dapat menikmati hasil dari harta pencaharian orang tua angkatnya saja, dan itupun
berlaku selama si orang tua angkat masi hidup, apabila orang tua angkat sudah
meninggal anaka tersebut tidak berhak menerima warisan dari orang tua angkatnya.
anak angkat tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari suami istri yang
mengangkatnya, dan kaumnya yang lain terlepas dari kewajiban untuk mengasuh
atau memelihara anak tersebut.

Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Perdata

(Burgelijk Wetboek) tidak mengenal masalah adopsi, yang diatur dalam BW
adalah adopsi atau pengangkatan anak di luar kawin yakni dalam BW buku | bab
X1l bagian ke Il pasal 280-290. Ketentuan ini boleh dikatakana tidak ada
hubungannya sama sekali dengan adopsi, karena KUHPerdata tidak mengenal
adopsi, maka bagi orang-orang Belanda sampai sekarang tidak dapat mengangkat
anak secara sah.

Tata cara pengangkatan anak ini diatur oleh Pasal 8 sampai 10 Staatsblad 1917
nomor 129 Pada pasal 8 menyebutkan empat syarat mengangkat anak yaitu:

1) Jika anak yang diangkat itu adalah anak yang sah dari orang tuanya, maka
diperlukan izin orang tua itu jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin
lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan selaku
penguasa wali.

2) Jika anak yang diangkat itu adalah lahir diluar perkawinan, maka diperlukan
izin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan
dari walinya serta dari balai harta peninggalan.

3) Jika anak yang akan diangkat itu sudah berusia 19 tahun, maka diperlukan
persetujuan dari anak itu sendiri.

4) Manakala yang akan mengangkat anak itu seorang janda, maka harus ada
persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhuma suaminya, atau tidak
ada saudara laki-laki ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di
Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki, dari keluarga
almarhuma suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.

Pasal 10 pengangkatan anak angkat ini harus dilakukan dengan akta notaris.
Pasal 11 mengenai nama keluarga orang yang mengangkat anak, nama-nama juga
menjadi nama dari anak yang diangkat. Pasal 12 menyamakan seorang anak dengan
anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Pasal 13 mewajibkan balai
harta peninggalan apabila ada seorang janda yang mengangkat anak, mengambil
tindakan-tindakan yang perlu guna mengurus dan menyelamatkan barang-barang
kekayaan dari anak itu. Pasal 14 suatu pengangkatan anak berakibat putusnya
hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri.

Menurut Staatsblad 1917 No. 129 yakni Pengangkatan anak dalam Hukum
Barat mengakibatkan perpindahannya keluarga dari orang tua kandungnya kepada
orang tua yang mengadopsinya, dan status anak tersebut seolah-olah adalah anak
yang lahir dari perkawinan yang sah dari kedua orang tua yang mengadopsinya.
Akibat hal tersebut hubungan kePerdataan antara anak adopsi dengan orang tua
kandungnya menjadi putus sehingga anak adopsi tersebut mendapatkan hak waris
atas harta warisan orang tua angkatnya.
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Anak angkat bisa mewarisi dari orang tua yang sudah mengangkatnya, tetapi
yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Anak angkat yang di angkat
secara lisan, maka tidak dapat mewaris dari orang yang mengangkatnya. Akan
tetapi dapat diberikan hibah wasiat yang tidak menyimpang dari Ligitime Portie
(bagian mutlak). Apabila anak angkat yang di angkat dengan Pengadilan Negeri
dapat mewaris dari orang tua yang mengangkatnya dengan ketentuan tergantung
daerahnya. Menurut hukum pengangkatan anak yang melalui penetapan
Pengadilan, maka status anak angkat tersebut sama kedudukannya dengan anak
kandung.

Anak yang diangkat sesuai aturan yang berlaku mengakibatkan anak
tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam keluarga
berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad 1917 No. 129, maka anak adopsi memiliki
hak waris atas harta peninggalan pewaris yang digolongkan pada golongan ahli
waris | (pertama).

Ahli waris golongan | terdiri dari anak-anak atau keturunan pewaris dan
suami atau istri yang hidup terlama. Dalam hal ini, anak-anak atau keturunan dari
pewaris secara hukum berdasarkan hak yang dimilikinya atau kedudukan sendiri
menjadi ahli waris atas harta peninggalannya dengan memperoleh jumlah bagian
yang sama besar antara para ahli waris. Ahli waris ini oleh karena kedudukannya
memberikan kepadanya hak untuk mewaris bukan untuk menggantikan hak orang
lain. sebagaimana pada Pasal 852 BW.

Menurut Pasal 830 KUHPdt yaitu, pewarisan hanya berlangsung karena
kematian, dengan hal demikian warisan itu baru terbuka kalau si pewaris sudah
meninggal dunia. Ada dua cara memperoleh warisan menurut hukum Perdata, yaitu
sebagai berikut:

1. Sebagai ahli waris menurut undang-undang atau abintestato, Menurut
ketentuan undang-undang yang ada didalam Pasal 832 KUHPdt ini, maka yang
berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di
luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Sebagai ahli waris menurut
undang-undang atau abintestato, Menurut ketentuan undang-undang yang ada
didalam Pasal 832 KUHPdt ini, maka yang berhak menerima bagian warisan adalah
para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang
hidup terlama.

2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament), dalam Pasal 899 KUHPdt
pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam suatu
wasiat/testamen.

Dalam kehidupan bermasyarakat bahwa anak angkat diberi sesuatu dari
harta peniggalan untuk kehidupan sehari-hari dengan diberikan wasiat. Hibah
wasiat adalah penetapan bagian harta benda milik seseorang semasa hidupnya dan
pembagian itu berlaku sejak saat meninggalnya si pemberi hibah.

Pengertian wasiat menurut Pasal 857 KUHPdt, yaitu surat wasiat arau
testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang
dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali,
dengan hibah wasiat maka seseorang yang tidak berhak mewaris atau yang tidak
akan mendapat harta warisan tertentu, ada kemungkinan mendapatkan nya
dikarenakan adanya pesan atau umanat, hibah wasiat dari pewaris ketika masih
hidup.
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Testamen atau wasiat menurut Buku 11 bab XIII Pasal 875 KUHPerdata
dapat berisi pengangkatan waris (erfstelling), atau hibah wasiat (legaat). Erfstelling
yaitu penetapan dalam testamen, yang tujuannya bahwa seorang yang secara khusus
ditunjuk oleh orang yang meninggalkan warisan untuk menerima semua harta
warisan atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaannya (Pasal 954
KUHPerdata). Sedangkan legaat adalah seorang yang meninggalkan warisan dalam
testamen menunjuk seseorang yang tertentu untuk mewarisi barang tertentu atau
sejumlah barang yang tertentu pula, misalnya suatu rumah atau suatu mobil atau
juga barang-barang yang bergerak milik orang yang meninggalkan warisan, atau
hak memetik hasil atas seluruh sebagian harta peninggalannya (Pasal 957
KUHPerdata).

Dengan hibah wasiat maka seseorang yang tidak berhak mewaris, atau yang
tidak akan mendapat harta warisan tertentu, ada kemungkinan mendapatkannya
dikarenakan adanya pesan atau umanat, hibah atau hibah wasiat daripewaris ketika
masih hidup. Di lingkungan masyarakat hal tersebut dapat terjadi terhadap isteri
dan atau anaknya yang keturunannya rendah atau juga terhadap anak angkat dan
anak akuan.

Perbandingan Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum
Perdata Dan Hukum Adat Minangkabau

Berdasarkan teori perbandingan hukum Soerjono Soekanto, perbandingan
hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memperbandingkan sistim-
sistim hukum yang berlaku di dalam satu atau beberapa masyarakat.

Pada pembahasan kedua ini penulis akan menguraikan beberapa perbedaan
dan perbedaan kedudukan anak angkat menurut hukum adat Minangkabau dan
Hukum (barat) Perdata, yaitu :

1. Perbedaan

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa terdapat beberapa perbedaan
antara kedudukan anak menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Perdata
yaitu:

a. Proses Pengangkatan Anak

Pengangkatanan anak di Minangkabau dilakukan secara adat baik melalui
upacara adat ataupun tidak melalui upacara adat, Pengangkatan dilakukan secara
terang melalui upacara adat. Upacara adat tersebut disebut dengan “adaik dipakai
lumbago dituang”. Pengangkatan anak melalui mufakat kaum, keluarga yang
melakukan pengangkatan anak keenakan akan mengundang mamak dalam dusun,
Alim Ulama, Bundo Kanduang, Cadiak Pandai serta warga masyarakat sekitar agar
datang kerumah yang bersangkutan.

Sedangkan pengankatan anak menurut hukum Perdata Pengangkatan anak
dalam Hukum Perdata hanya terjadi dengan akta Notaris, tata cara pembuatannya
adalah sebagai berikut :

1. Para pihak datang menghadap Notaris.

2. Boleh dikuasakan, tetapi untuk itu harus didasarkan surat kuasa khusus yang
dibubuhi materai.

3. Pada akta dituangkan pernyataan persetujuan bersama antara orang tua kandung

dengan orang tua angkat.

Akta tersebut disebut ‘akta adopsi’.

Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan ( Akibat Hukum )

oA
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Pada hukum adat Minangkabau khususnya anak angkat tanpa melalui
upacara adat, Anak yang diangkat tanpa upacara adat tidak mengubah posisi apapun
terhadap kewarisan adat. Anak yang diangkat/diasuh tetap mempunyai hubungan
seperti semula dengan orang tua kandungnya, mewarisi harta orang tua
kandungnya, hanya dapat menikmati hasil dari harta pencaharian orang tua
angkatnya saja, dan itupun berlaku selama si orang tua angkat masi hidup, apabila
orang tua angkat sudah meninggal anaka tersebut tidak berhak menerima warisan
dari orang tua angkatnya.

Hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan keluarga kandungnya di
Minangkabau tidak terputus meskipun telah dilakukan upacara pengangkatan anak
dan anak tersebut telah masuk ke dalam ranji keluarga barunya, begitupun
mengenai hal waris. Si anak yang telah berpindah kepada suku/ kaum yang baru
masih tetap mendapatkan harta warisan dari orangtua kandungnya

Menurut hukum Perdata Berdasarkan ketentuan dalam Staatsblad Nomor
129 Tahun 1917 bahwa laki-laki yang beristri dan tidak mempunyai keturunan laki-
laki dalam garis laki-laki, sedangkan yang bisa di angkat sebagai anak hanyalah
anak laki-laki yang belum kawin dan yang belum di ambil oleh orang lain sebagai
anak angkat. Pada dasarnya, pengangkatan Berdasarkan ketentuan dalam Staatsblad
Nomor 129 Tahun 1917 bahwa laki-laki yang beristri dan tidak mempunyai
keturunan laki-laki dalam garis laki-laki, sedangkan yang bisa di angkat sebagai
anak hanyalah anak laki-laki yang belum kawin dan yang belum di ambil oleh orang
lain sebagai anak angkat.

Pada dasarnya, pengangkatan anak semacam itu merupakan suatu perbuatan
yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam
hal pemeliharaan dan sampai pada hal warisan. Sedangkan berdasarkan Pasal 12
Staatsblad No 19 Tahun 1917 hubungan kekeluargaan anak angkat dengan orang
tua sendiri itu menjadi putus, begitu juga kaitannya dengan hubungan Perdata
antara orang tua dengan sanak sekeluarganya disatu pihak juga terputus sama
sekali.

Anak angkat bisa mewarisi dari orang tua yang sudah mengangkatnya, tetapi
yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Akibat hukumnya dalam
pembagian harta warisan sama dengan anak kandung seperti yang ada didalam
Pasal 852 KUHPdt. Menurut Pasal 830 KUHPdt vyaitu, pewarisan hanya
berlangsung karena kematian, dengan hal demikian warisan itu baru terbuka kalau
si pewaris sudah meninggal dunia.

2. Persamaan

Berdasarkan hasil penelitian penulis terdapat persamaan kedudukan anak
angkat dalam pewarisan di hukum adat Minangkabau dan hukum barat(Perdata),
yaitu:

a. Mewarisi Harta Keluarga Angkat

Anak angkat dihukum adat Minangkabau (khususnya anak yang diangkat
melalui upacara adat) dapat mewarisi harta orang tua angkatnya baik itu harta
pusaka tinggi, harta pusaka rendah maupun harta pencaharian.

Pengangkatan “batali adat” (bertali adat), anak yang diangkat dengan cara
ini akan dimasukkan kedalam ranji (silsilah keturunan) keluarga, meskipun telah
masuk kedalam ranji keluarga yang baru, hal tersebut tidak memutus hubungan
kekeluargaan antara si anak dengan keluarga kandung/asalnya. Dengan telah
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sahnya diangkat menjadi anak kemenakan pada keluarga yang baru, maka dengan

demikian anak tersebut dapat mewarisi harta kaum tersebut.

Pengangkatan anak dengan cara ‘“batali budi”(bertali budi) anak yang
diangkat dengan cara seperti tidak dimasukkan kedalam ranji keluarga barunya
tetapi tetap tidak memutus hubungan si anak dengan orang tua kandungnya.
Mengenai pewarisan harta, si anak yang diangkat dengan cara batali budi bisa
mewarisi harta pusako dan pencaharian dengan catatan tidak adanya keturunan dari
keluarga angkat yang dapat mewarisi harta tersebut.

Sama halnya dengan hukum Perdata anak angkat tetap memiliki kedudukan
dalam menerima hak waris atau harta waris orang tua angkatnya. Pada dasarnya,
anak menurut hukum Perdata yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan
anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal warisan.

Anak angkat bisa mewarisi dari orang tua yang sudah mengangkatnya,
tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Akibat hukumnya
dalam pembagian harta warisan sama dengan anak kandung seperti yang ada
didalam Pasal 852 KUHPdt yang berbunyi “Anak-anak atau sekalian keturunan
mereka, bila dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua
orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam
garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu”

Ada dua cara memperoleh warisan menurut hukum Perdata, yaitu sebagai
berikut:

1. Sebagai ahli waris menurut undang-undang atau abintestato, Menurut ketentuan
undang-undang yang ada didalam Pasal 832 KUHPdt ini, maka yang berhak
menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar
kawin dan suami atau istri yang hidup terlama.

2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament), dalam Pasal 899 KUHPdt
pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam
suatu wasiat/testamen.

Dalam pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan ketentuan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan hukum adat Minangkabau dengan
berlandaskan Teori Keadilan yang dikemukakan oleh W.J.S Poerwadarminta
dimana segala sesuatu hal yang seimbang dan tidak memihak. Aristoteles yang
mana mengemukakan perbuatan yang dikategorikan adil salah satunya adalah
keadilan komutatif.

Keadilan komutatif memiliki pengertian bahwa dalam hal perlakuan terhadap
setiap orang tanpa melihat jasa-jasa yang telah dilakukan atau diberikannya.
Keadilan Komutatif yang dimaksud tersebut dalam hal ini menurut Penulis adalah
penerapan dalam pembagian warisan memiliki kesetaraan kedudukan antara para
ahli waris, dengan tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan
atau status yang dimiliki baik itu merupakan anak kandung ataupun anak adopsi.
Akibat pengangkatan anak yang menimbulkan persamaan kedudukan dengan anak
kandung terhadap hak waris atas harta peninggalan orang tua angkatnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kedudukan anak angkat menurut hukum waris adat Minangkabau di Nagari
Panampuang terbagi 2 (dua). Pertama anak yang diangkat melalui upacara adat,
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kedudukan anak angkat dalam pewarisan yang diangkat melalui upacara adat si
anak dapat mewarisi harta dari keluarga angkatnya baik itu harta pusako tinggi,
harta pusako rendah maupun harta pencaharian. Terhadap harta warisan yang
berasal dari orang tua kandung, tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak
dan kaum dari orang tua kandung. Kedua anak yang diangkat tanpa melalui
upacara adat, tidak dapat mewarisi harta warisan dari keluarga angkatnya.
Terhadap harta warisan yang berasal dari orang tua kandung si anak berhak
untuk mendapat warisan dari orang tua kandungnya.

Hak mewaris anak angkat pada dasarnya tidak di atur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, namun demikian khusus bagi Warga Negara Indonesia
keturunan tionghoa yang tunduk pada Staatsblad No 129 Tahun 1917, maka
kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung. Untuk itu ia berhak
mewarisi harta warisan orang tua angkatnya menurut Undang-undang atau
mewaris berdasarkan hukum waris testamentair apabila ia mendapatkan
testament (hibah wasiat).

Perbandingan kedudukan anak angkat dalam pewarisan menurut hukum adat
minagkabau dan hukum Perdata terdapat pada proses pengangkatan anak dan
kedudukan anak tersebut dalam mendapatkan warisan. Untuk proses
pengangkatan anak di adat Minangkabau melalui upacara adat sedangkan pada
hukum Perdata melalui pengadilan dan akta notaris. Hubungan terhadap orang
tua kandung menurut hukum adat Minangkabau tidak terputus, berbeda dengan
hukum Perdata dimana hubungan anaka angkat dengan orang tua kandung
terputus. Kedudukan anak terhadap harta waris orang tua angkat di hukum adat
Minangkabau tergantung bagaimana cara anak tersebut diangkat, jika melalui
upacara adat maka anak tersebut dapat mewarisi harta orang tua angkat hal ini
sama seperti hukum Perdata dimana kedudukan anak angkat sama seperti anak
kandung, sehingga anak angkat tersebut dapat mewarisi harta dari orang tua
angkatnya. berbeda jika anak angkat di Minangkabau diangkat tanpa melalui
upacara adat, anak angkat tersebut tidak berhak mewarisi harta dari orang tua
angkatnya.

Saran

1.

Meskipun pengangkatan anak telah dilakukan berdasarkan hukum Adat
Minangkabau disarankan sebaiknya melalui Penetapan pengadilan Agama
diwilayah yang bersangkutan sesuai dengan hukum positif yang berlaku di
Indonesia agar ada kepastian hukum bagi anak angkat tersebut.

Bagi masyarakat yang ingin melakukan pengangkatan anak hendaknya
mengikuti ketentuan perundang — undangan yang berlaku atau tidak
menyimpang dari undang — undang dan prosedur yang ada sehingga dapat
mengurangi masalah- masalah yang timbul akibat pengangkatan anak.

. Bagi Pemerintah supaya membentuk Undang-undang yang secara khusus

mengatur tentang perihal pengangkatan anak yang sampai saat ini belum tersedia
di Indonesia. Dengan terbentuknya undangundang yang secara khusus mengatur
tentang pengangkatan anak, diharapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan
permasalahan pengangkatan anak termasuk juga harta waris dari orang tua
angkat dan orang tua kandung anak tersebut.
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